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PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik

kesimpulan dari penelitian yakni sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa Permasalahan hukum yang ditemukan terkait anak
yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga permasalahan
hukum. Adapun permasalahan tersebut adalah ditemukannya
ketidakjelasan mengenai peraturan batasan usia. Bagi Pekerja Rumah
Tangga tidak diatur mengenai batasan usia anak. Hal ini dapat
menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakjelasan perlindungan bagi
subyek hukum anak yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga. Untuk
itu perlu diatur ketentuan tetang usia anak. Agar terjadi harmonisasi
peraturan maka dapat dikaji ketentuan bagi pekerja pada umumnya dalam
Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan tentang usia anak. Dimana dalam ketentuan tersebut
disebutkan bahwa kategori anak adalah bila berusia di bawah 18 tahun.
Oleh karena itu ketentuan tersebut dapat berlaku pula bagi anak yang
bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga. Namun adanya ketentuan Pasal
69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang

mengatur usia pekerja anak dari usia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan



15 (lima belas) tahun dapat menyebabkan adanya anak anak yang berusia
di bawah 18 tahun dapat menjadi pekerja rumah tangga. Sementara
kekhasan pekerjaan serta lemahnya perlindungan bagi anak yang bekerja
di rumah dari segi pengawasan akan dapat menyebabkan adanya
eksploitasi bagi anak yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga, oleh
karena itu substansi ketentuan Pasal 69 ini sebaiknya dalam Rancangan
Undang-Undang Tentang Pekerja Rumah tangga tidak dimasukan.
Selanjutnya mengenai Hubungan hukum antara anak yang bekerja di
rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga dalam Rancangan Undang-undang
disebutkan atas dasar kerja . Diketahui bahwa hubungan hukum antara
anak yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga dengan pemberi kerja
adalah atas dasar hubungan kerja. Seperti diketahui Hubungan kerja dalam
ketentuan peraturan terjadi karena adanya perjanjian kerja. hubungan
kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi
adanya setelah perjanjian kerja. Selanjutnya mengacu pada Pasal 1 Angka
14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
menyatakan bahwa perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau
pemberi kerja memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
Berkaitan dengan ini peraturan tersebut tidak dapat digunakan oleh anak
yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga karena mereka
tidak termasuk dalam kategori pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga



ketentuan tersebut tidak bisa diberlakukan bagi hubungan hukum di antara
mereka. Dalam kondisi seperti ini perlu diperjelas dalam Rancangan
Undang-undang tersebut hubungan hukum mereka atas dasar apa.
Mengenai permasalahan hukum mengenai upah bagi anak yang bekerja di
rumah menjadi Pekerja Rumah tangga. Diketahui dari Pasal 1 Angka 30
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang
menjelaskan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang. Pengupahan menjadi bahasan yang penting dalam
bekerja karena tujuan utama dari seorang bekerja adalah memperoleh
upah. Jika unsur upah ini tidak ada maka suatu perjanjian kerja bukanlah
merupakan perjanjian kerja. Diketahui dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan menjelaskan
bahwa:
Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau pemberi
kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan
menurut suatu Perjanjian Kerja, kesepakatan, atau peraturan
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau
akan dilakukan.

Berkaitan dengan hal ini ditemukan juga adanya permasalahan hukum
karena anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga tidak
termasuk pekerja yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan
Pemerintahan Tentang Pengupahan sehingga sistem pengupahan mereka

tidak terlindungi oleh pengaturan tersebut. Sementara masalah



pengupahan dalam ketentuan ini menjadi sangat penting mengingat
Pekerja Runah Tangga mempunyai kekhususan dalam hubungan kerjanya
dimana mereka Berdasarkan bagianak yang bekerja di rumah menjadi
Pekerja Rumah Tangga perlu ada pengaturan khusus. Kemudian
selanjutnya berkaitan dengan waktu kerja, sesuai dari Pasal 78 Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menjelaskan
mengenai waktu kerja bagi pekerja secara umum, namun tidak dapat
diberlakukan untuk anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah
Tangga karena anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah
Tangga sehingga dengan ini ditemukan bahwa adanya kekosongan hukum
berkaitan dengan pengaturan waktu kerja bagi anak yang bekerja di rumah
menjadi Pekerja Rumah Tangga. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan
waktu istirahat, sesuai dari Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 Tentang Cipta Kerja Dari pasal di atas menjelaskan mengenai waktu
istrahat bagi pekerja secara umum, namun tidak dapat diberlakukan untuk
anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga karena anak
yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga tidak termasuk
sebagai Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 sehingga dengan ini ditemukan bahwa adanya kekosongan
hukum berkaitan dengan pengaturan waktu istrahat bagi anak yang bekerja
di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga. Kemudian selanjutnya

berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai dari Pasal 86



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang

menjelaskan bahwa:

1) Setiap  pekerja/buruh  mempunyai hak untuk memperoleh
perlindungan atas:
a. Keselamatan dan kesehatan kerja
b. Moral dan kesusilaan dan
c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia
serta nilai-nilai agama.

2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan
produktivitas  kerja yang optimal diselenggarakan upaya
keselamatan dan kesehatan kerja.

3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Berkaitan dengan penjelasan pasal di atas mengenai keselamatan dan
kesehatan kerja dapat diberlakukan bagi pekerja secara umum, namun
tidak untuk anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga.
Dapat dikatakan demikian karena anak yang bekerja di rumah menjadi
Pekerja Rumah Tangga tidak termasuk ke dalam pekerja seperti yang
dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan. Artinya tidak ada peraturan yang mengatur bagi
keselamatan dan kesehatan kerja bagi anak yang bekerja di rumah menjadi
Pekerja Rumah Tangga. Selanjutnya berkaitan dengan jaminan sosial,
sesuai dari Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menjelaskan bahwa:

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidup yang layak.



Berkaitan dengan penjelasan pasal di atas mengenai jaminan sosial dapat
diberlakukan bagi pekerja secara umum, namun tidak untuk anak yang
bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga. Dapat dikatakan
demikian karena anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah
Tangga tidak termasuk ke dalam pekerja seperti yang dimaksud dalam
Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan. Artinya tidak ada peraturan yang mengatur bagi jaminan
sosial bagi anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga.
Permasalahan hukum selanjutnya adalah pekerja anak yang menjadi
Pekerja Rumah Tangga hanya di atur dalam 2 (dua) Peraturan Daerah
yakni Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang
Zona Bebas Pekerja Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa
Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Hal
ini menunjukkan adanya kekosongan hukum karena peraturan pekerja
anak yang menjadi Pekerja Rumah Tangga hanya diberlakukan di 2 (dua)
daerah yaitu daerah Kota Samarinda dan Kabupaten Sumbawa. Di luar dari
kedua daerah tersebut tidak ada peraturan yang secara khusus mengatur
tentang pekerja anak yang menjadi Pekerja Rumah Tangga yang
menyebabkan terjadinya perbedaan pengaturan antara satu daerah dengan

daerah yang lain.

. Perlindungan hukum bagi anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja

Rumah Tangga terkait dengan permasalahan hukum yang ditemukan



5.2.

adalah adanya kekosongan hukum, kondisi seperti ini dikarenakan tidak
adanya peraturan yang mengatur secara eksplisit mengenai pekerja anak
yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah Tangga. Kemudian
permasalahan hukum yang lain adalah masih banyak peraturan daerah
yang tidak mengatur perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga Anak. Dari
38 Provinsi di Indonesia yang mengatur secara eksplisit bahwa pekerja
anak tidak diperbolehkan menjadi Pekerja Rumah Tangga hanya dapat
ditemukan dalam 2 (dua) Peraturan Daerah yakni Peraturan Daerah yakni
Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Zona
Bebas Pekerja Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Banyak dari
peraturan daerah yang mengatur perlindungan hukum bagi pekerja anak
dengan definisi Anak Yang Tereksploitasi Secara Ekonomi, namun
pengaturan tersebut tidak mencakup Pekerja Rumah Tangga. Akibatnya

ketentuan tersebut belum bisa melindungi para pekerja rumah tangga anak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan
saran penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan kepada lembaga legislatif agar di dalam Rancangan

Undang-Undang untuk dapat membuat ketentuan mengenai usia anak

bagai anak yang bekerja sebagai pekerja Rumah Tangga di mana



ketentuan tersebut diusahakan untuk harmonis dengan ketentuan
yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, bahwa usia anak adalah di bawah 18 tahun dan
untuk memperjelas mengenai usia batasan anak yang diperbolehkan
untuk pekerja anak yang bekerja di rumah menjadi Pekerja Rumah
Tangga lebih baik dalam usia 17 tahun saja.

. Disarankan kepada lembaga legislatif agar di dalam Rancangan
Undang-Undang tidak memberlakukan ketentuan yang substansinya
seperti yang terdapat dalam Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan mengenai batasan usia bagi
pekerja anak yang diperkenakan bekerja lebih jelasnya untuk tidak
mempekerjakan pekerja anak dalam rentang usia 15 (tiga belas)
sampai dengan 16 (enam belas) tahun. Hal ini dilakukan untuk
memberikan kepastian hukum yang jelas.

. Disarankan kepada masyarakat untuk membuat hubungan kerja
dengan Pekerja Rumah Tangga Anak karena dengan mempekerjakan
anak dapat berdampak negatif bagi fisik dan psikis anak.

. Disarankan kepada keluarga yang mempunyai anak dibawah 18
(delapan belas) tahun untuk tidak membiarkan anak melakukan
hubungan kerja khususnya dalam ranah Pekerja Rumah Tangga,
karena hal tersebut dapat menyebabkan tidak terlindunginya para

pekerja anak tersebut.
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